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A. PENDAHULUAN 

 

a. Latar belakang  

 

Menurut WHO Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam 

program pedidikan kebidanan sebagaimana yang diakui yuridis dimana ia ditempatkan 

dan telah menyelesaikan Pendidikan kebidanan dan telah mendapatkan kualifikasi serta 

terdaftar disahkan dan mendapatkan ijin praktik kebidanan. Sedangkan dalam Undang 

Undang No 4 Tahun 2019 Bidan ialah seorang perempuan yang telah menyelesaikan 

program Pendidikan kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara 

sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik 

kebidanan. 

Bidan merupakan bagian dari tenaga Kesehatan yang menangani lebih spesifik 

dalam Kesehatan ibu dan anak. Dalam hal ini bidan berperan sebagai tenaga Kesehatan 

yang menegmban tugas penting dalam angka kelahiran nasional. Oleh karena itu bidan 

di tuntut harus memiliki ilmu pengetahuan dalam hal praktik kebidanan yang tak hanya 

sekedar kata cukup namun bisa terus mengembangkan ilmunya ditengah perkembangan 

perubahan zaman.   

Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) sehingga untuk dapat dikatakan sebagai 

seorang yang bekerja profesional, maka bidan harus memahami sejauh mana peran dan 

fungsinya sebagai seorang tenaga Kesehatan. Namun terkadang dalam praktiknya 

masih ada beberapa bidan belum melaksanakan praktik mandiri yang sesuai dengan 

ketentuan yang telah berlaku. Berdasarkan permasalahan jurnal diatas Sehingga dalam 

makalah ini akan dibahas mengenai “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN 

PRAKTIK MANDIRI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEBIDANAN “ 

 

 

 

 



 

 

B. ANALISIS MASALAH  

 

KASUS  

 

Dinkes Cabut Izin Praktik Bidan yang Terlantarkan Pasien Bersalin di Sampang 

 

Liputan6.com, Sampang - Usai terbukti menelantarkan seorang ibu yang hendak 

melahirkan, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mencabut 

izin praktik seorang bidan bersalin.   

"Pencabutan sementara izin praktik ini sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek 

jera," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus 

Mulyadi, Senin (13/7/2020). 

Bidan desa yang disanksi karena lalai itu berinisial SF, yakni Bidan Desa Ketapang 

Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang. 

Pencabutan izin praktik SF ini hanya sementara, yakni tiga bulan dan setelah itu yang 

bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik. 

"Keputusan memberi sanksi dengan mencabut izin praktik bidan SF ini, karena yang 

bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan," kata Agus. 

Selain itu, sanksi pada bidan SF oleh Dinkes Sampang juga karena mempertimbangkan 

usulan dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menyebut, kasus penelantaran 

seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan 

melanggar kode etik kebidanan. 

Sesuai SK yang disampaikan Dinkes Sampang, Bidan Desa Ketapang berinisial SF 

yang terbukti menelantarkan persalinan seorang ibu hamil hingga harus melahirkan di 

depan rumah bidan itu mulai 10 Juli hingga 10 Oktober 2020. 

Dengan kejadian ini, Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani 

masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. 

Sementara Ketua IBI Kabupaten Sampang Rosidah menjelaskan, selain 

merekomendasikan sanksi pencabutan izin praktik sementara, IBI Sampang juga akan 

melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan. 

https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19
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"Kita sudah ke tempat praktik mandiri SF dan menurunkan plang praktiknya, 

pemberian sanksi ini termasuk kategori pelanggaran sedang karena menyangkut kode 

etik profesi kebidanan," tegasnya. 

Sebelumnya, seorang ibu bernama Aljannah (25) warga Desa Ketapang Laok 

mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan 

Sri Fuji alias SF tanpa penanganan medis. 

Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.30 WIB pada Sabtu (4/7/2020). 

Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan 

tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. 

Namun, hingga waktu 30 menit bidan Sri Fuji tak kunjung menemuinya. Alasannya, 

karena Sri Fuji sedang sakit tak bisa menemui pasien. Seperti keterangan keluarga Sri 

Fuji yang menemui keluarga Aljannah di dalam pagar rumah. 

Tak beberapa lama Aljannah akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini 

dibantu sejumlah warga setempat. 

"Tapi selang waktu 1 jam setelah anak saya lahir, bidan Sri Fuji menemui istri 

menggunakan APD lengkap, kurang tahu kenapa padahal tadi bilangnya sedang sakit," 

ujar Zainuri (29) suami Aljannah, kala itu. 

Kasus penelantaran ibu hamil yang hendak melahirkan ini, menjadi perhatian hampir 

semua elemen masyarakat di Kabupaten Sampang, termasuk para wakil rakyat di 

DPRD Sampang. 

 

Berdasarkan kasus diatas sebagai seorang bidan seharusnya terlebih lagi yang  

melaksanakan praktik mandiri seharusnya kita siap melaksanakan tugas apabila pasien 

sudah datang ke tempat bersalin karena Ketika membuka praktik mandiri bidan kendali 

utama dalam melakukan Tindakan adalah bidan itu sendiri maka dari itu sangat 

diperlukan kesiapan dalam keadaan apapun. Dalam membuka praktik mandiri bidan 

juga tentunya seorang bidan telah memiliki sertifikat yang pastinya pemberi sertifikat 

telah yakin bahwa bidan tersebut mampu melaksanakan Tindakan sesuai tanggung 

jawab dan kewenagan bidan yang telah berlaku .  

 

Kewenangan Bidan Dalam Penyelenggaraan Bidan Praktik Mandiri  

 

Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk 

mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu 

https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19


hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir agar penanganan dini atau pertolongan 

pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu. 

1. Bidan mempunyai wewenang dalam memberikan penerangan dan penyuluhan.  

2. Bidan melaksanakan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang 

juga bekerja dalam pelayanan kebidanan.  

3. Bidan melayani kasus ibu untuk pengawasan kehamilan. 

4. Bidan melayani bayi dan anak pra sekolah.  

5. Bidan juga mempunyai kewenagan memberikan obat-obatan 

 

Tanggung Jawab Bidan  

Menurut organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia selanjutnya disingkat (IBI) 

dalam Masrudi Muchatar (2015), bidan adalah seorang wanita yang telah 

mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah 

dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut pula 

bahwa: Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesis berbagai disiplin ilmu 

atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu 

kedokteran, keperawatan, ilmu social, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan 

masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kebidanan 

kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru 

lahir. Tanggung jawabnya bidan sebagai berikut:  

1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan.  

2. Tanggung jawab terhadap pengembangan profesi.  

3. Tanggung jawab terhadap penyimpangan catatan kebidanan.  

4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani.  

5. Tanggung jawab terhadap profesi.  

6. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 

Peran dan Fungsi Bidan  

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Pelaksanaan 

kebidanan merupakan baguan integral dan pelayanan kesehatan, yang difokuskan 

pada pelayanan kesehatan wanita dalam siklus reproduksi, bayi baru lahir dan 

balita untuk mewujudkan kesehatan keluarga sehingga tersedia Sumber Daya 



manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan. Bidan telah diakui sebagai sebuah 

profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur dalam UU Kesehatan dan 

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya 

disebut (Permenkes Tenaga Kesehatan), sehingga untuk dapat dikatakan sebagai 

seseorang yang bekerja professional, maka bidan harus dapat memahami sejauh 

mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Peran bidan adalah sebagai 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang berkedudukan 

dalam masyarakat. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai 

pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti.  

Hak dan Kewajiban Bidan-Pasien dalam Pelayanan Kebidanan  

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan social 

sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterima, 

sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk pasien. Jadi hak adalah sesuatu yang 

diterima oleh pasien, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh 

bidan. Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum (rechtsbetrekking) adalah 

hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek 

hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum, diatur/ada dalam hukum dan 

mempunyai akibat hukum (Andi Hamzah, 1986:1986). Jelasnya, hubungan hukum 

ada tiga kategori, yaitu: 

1. Hubungan hukum antar dua subjek hukum orang dengan subjek hukum orang, 

Misalnya hubungan hukum bidan-pasien;  

2. Hubungan hukum antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan 

hukum, misalnya antara pasien dengan rumah sakit;dan  

3. Hubungan hukum antara subjek hukum orang maupun badan dengan objek 

hukum benda berupa hak kebendaan.  

 

Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi bidan/pada saat pasien 

bertemu dengan bidan dan bidan pun memberikan pelayanannya maka sejak itulah 

telah terjadi suatu hubungan hukum.  

 Kode Etik  

Bidan Pengertian kode etik menurut Dudi Zulvadi (Dudi Zulvadi, 2010:108) adalah 

“norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan 



tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat.” Berkaitan dengan kode etik bidan 

di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan kode etik 

bidan sebagai berikut: 

 1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat.  

2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya  

3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan  

4. Kewajiban bidan terhadap profesinya 

5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri  

6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air  

7. Penutup  

Bidan sebagai salah satu profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat. Dalam menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum 

yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. 

Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan 

Perundangundangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan 

praktik bidan. Peran MPEB ini sangat penting karena lembaga inilah yang 

menentukan atau menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan 

Indonesia. Peran MPEB hampir sama dengan peran Majelis Kehormatan Etika 

Kedokteran (MKEK) bagi profesi dokter. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode 

etik bidan ini dilakukan oleh wadah organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu IBI. 

Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan 

maupun tulisan ataupun dengan tidak memberikan rekomendasi yang diperlukan 

oleh bidan untuk mendapatkan izin praktik.  

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Penyelenggaraan Bidan Praktik 

Mandiri  

A. Pengaturan Mengenai Bidan Praktik Mandiri 

 Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui 

pelayanan/asuhan kebidanan kepada pasien dengan pendekatan kebidanan. 

Lingkungan praktik kebidanan meliputi asuhan mandiri/otonomi pada anak 

perempuan, remaja putri, dan wanita dewasa sebelum, selama kehamilan, dan 



sesudahnya. Ini berarti bidan melakukan pengawasan, memberi asuhan dan 

saran yang diperlukan kepada wanita selama masa hamil, bersalin, dan masa 

nifas. Praktik kebidanan dilakukan dalam system pelayanan kesehatan yang 

berorientasi pada masyarakat, dokter, perawat, dan dokter spesialis di pusat-

pusat rujukan. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di 

rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. Bidan yang 

akan menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan 

kesehatan harus menempuh pendidikan minimal Diploma III (DIII) kebidanan. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkes tentang Izin dan 

Penyelenggaran Praktik Bidan. Setelah menempuh pendidikan tersebut bidan 

harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk memiliki Surat Izin Praktik 

Bidan (SIPB) untuk bidan yang akan menjalankan praktik mandiri, 

sebagaimana diatur dalam Permenkes Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan.  

 

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kebidanan di cantumkan pula 

tentang perlindungan bidan dan pasien, tapi sayangnya Rancangan Undang-

Undang tersebut belum dapat dipergunakan. Walaupun sudah ada beberapa 

regulasi tentang perlindungan tenaga kesehatan, tapi itu belum bisa 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Bidan Praktik 

Mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena beberapa 

Pasal dalam KUHP maupun BW masih bisa memberatkan bidan dalam 

menghadapi permasalahan dengan pasien, seperti ketentuan Pasal 1365 BW 

ditentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Selanjutnya Pasal 

77 UU Tenaga Kesehatan menentukan bahwa setiap penerima pelayanan 

kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan 

dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dan juga pasal 85 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan, bahwa setiap 

tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan penerima 

pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

tahun. Dalam ayat (2) di sebutkan juga bahwa jika kelalian berat sebagaimana 

tercantum pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan 

dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 



 

 

 

Kesimpulan  

 

Dalam menjalankan praktiknya wewenang bidan diatur dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/Menkes/SK/VII/2002. Peran bidan 

dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan 

peneliti. Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan 

kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan 

harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based (fakta yang 

ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang etika 

merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar 

kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan 

norma dan aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 

36 Tahhun 2014 Pasal 57 dan 75 telah dijelaskan, dalam Pasal 57 yang 

berbunyi: tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan 

hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar 

pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Dan Pasal 75 yang 

berbunyi: tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitupun 

dalam permenkes No. 1464 Tahun 2010 Pasal 19 dikatakan juga bahwa dalam 

melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan 

hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar. 
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